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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan hak pelayanan kesehatan

bagi narapidana di Rutan II B Batusangkar, pihak rutan telah menyediakan

fasilitas pelayanan kesehatan dasar sebagai bentuk tanggung jawab negara

terhadap hak kesehatan narapidana, yang diwujudkan melalui keberadaan

klinik pratama sebagai sarana pemeriksaan dan pengobatan awal bagi

narapidana yang mengalami keluhan kesehatan, adanya pemeriksaan

kesehatan narapidana secara berkala sekali dalam sebulan, adanya tim

didapur yang memasak dan juga diawasi oleh petugas rutan. Perlindungan

hak makan narapidana diwujudkan melalui penyediaan makanan tiga kali

sehari.

2. Kendala-kendala Dalam Pelayanan Hak Kesehatan bagi Narapidana di

Rutan II B Batusangkar, keterbatasan jumlah tenaga medis, terbatasnya

fasilitas dan sarana kesehatan. Selain itu variasi menu makanan yang relatif

terbatas, sehingga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan gizi narapidana

secara optimal.

3. Upaya yang dilakukan oleh pihah Rutan II B Batusangkar dalam mengatasi

kendala pemenuhan hak kesehatan narapidana, menjalin kerjasama dengan

puskesmas atau rumah sakit setempat untuk pelayanan kesehatan lanjutan,

melakukan rujukan medis bagi narapidana yang membutuhkan perawatan

khusus. Pihak rutan juga menyampaikan dan diusulkan kepada pihak pusat
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melalui instansi terkait guna memperoleh penambahan sarana, prasarana

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana.

B. Saran

1. Kepala Rutan

Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

narapidana dengan cara menambah jumlah tenaga medis, menigkatkan

fasilitas kesehatan.

2. Petugas Rutan

Diharapkan meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai

pentingnya pemenuhan hak kesehatan sebagai bagian dari hak asasi

manusia, serta lebih responsif terhadap keluhan kesehatan narapidana

agar tidak terjadi keterlambatan penanganan medis.

3. Perawat Rutan

Diharapkan melapoorkan keterbatasan fasilitas kesehatan kepada

pimpinan rutan untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang, dan

diharapkan dokter ada 1x24 jam di rutan.
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